
BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di

Kab. Buol, dikaji dari: a). Perencanaan, b). Pelaksanaan, c). Monitoring dan

evaluasi  telah  dilaksanakan  namun  belum  optimal,  ketidakoptimalan

pelaksanaan kebijakan pada aspek perencanaan disebabkan oleh Dinas Teknik

yang merancang dan mengeluarkan kebijakan hewan ternak tidak memahami

tugas  pokok  dan  fungsinya  dan  justru  di  limpahkan  pada  masing-masing

kecamatan  untuk  bertanggung  jawab  secara  penuh  terhadap  pelaksanaan

penertiban hewan ternak. selain itu, pada aspek pelaksanaan masih terdapat

beberapa kendala yakni kerjasama lintas sektor yang kurang berjalan dengan

baik  khususnya  dari  Dinas  Teknik  yang  mengeluarkan  Peraturan  Daerah,

selain  itu  masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya

dilakukan  penertiban  hewan  ternak,  serta  tidak  adanya  monitoring  dan

evaluasi yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten ke tingkat kecamatan sehinga

masih banyak dijumpai hewan ternak yang masih berkeliran di tempat umum. 

2. Faktor penentu implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban

hewan ternak di Kab. Buol. dikaji dari: a). Standar dan sasaran kebijakan, b).

Sumber daya, c). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d). 
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karakteristik organisasi agen pelaksana, e). Sikap para pelaksana, f). Konsisi

sosial ekonomi telah dilaksanakan namun masih belum optimal dari standar

dan sasaran kebijakan yang belum sesuai dengan isi kebijakan karena masih

terdapat  ketidakesuaian  pemberian  denda  kepada  pemilik  ternak  yang

melanggar sebagaimana tertuang dalam isi kebijakan, minimnya sumber daya

manusia terkait tenaga Penyidik PNS (PPNS) sehingga prosedur penindakan

hanya berhenti di tahap penerapan sanksi saja, dan agen pelaksana ditingkat

desa pun hanya hanya memiliki latar belakang pendidikan SD, sehingga apa

yang diintsruksikan atasan kurang dapat dipahami oleh agen pelaksana, selain

itu,  pada  aspek  komunikasi,  koordinasi  antar  Dinas  terkait  masih  kurang

khususunya ditingkat Kabupaten yang kurang berjalan dengan baik sehingga

unsur kejelasan dan isi pesan dari kebijakan penertiban hewan ternak masih

kurang memiliki kejelasan, sikap para pelaksana yang masih kurang sungguh-

sungguh menjalankan kebijakan ini karena daya dukung anggaran yang masih

minim dalam memberikan honor kepada tim pelaksana kebijakan penertiban

hewan ternak tersebut

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas,

maka peneliti  mengusulkan beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk  mengoptimalkan  pelaksnaan  kebijakan  penertiban  hewan  ternak  di

Kabupaten Buol, maka tingkat sosialisasi  dan koordinasi perlu ditingkatkan

antar  semua Dinas yang terkait,  baik ditingkat  Kabupaten sampai  ditingkat
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Kecamatan,  sehingga  apa  yang  menjadi  permasalahan  di  lapangan  dapat

dipecahkan secara bersama-sama dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi

dalam  menyempurnakan  isi  kebijakan,  ego  sektoral  yang  masih  perlu

dihilangkan dimasing-masing lini sektor.

2. Agar  implementasi  kebijakan  penertiban  hewan  ternak  dapat

terlaksana/terimplementasi  sesuai  dengan  arah  kebijakan,  maka  perlu

penyediaan  anggran  yang  memadai,  Dinas  Teknik  perlu  mengupayakan

penyediaan anggaran yang memadai disemua tingkatan, sebab permasalahan

penertiban hewan ternak dilaksanakan disemua daerah dan disemua tingkatan,

sehingga membutuhkan anggaran yang cukup, sebab tanpa adanya anggaran,

maka kebijakan penertiban hewan ternak tidak akan terlaksana secara efektif

dan efisien.

3. Dapat  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  dan  masukkan  bagi  Pemerintah

Daerah untuk meninjau kembali  isi kebijakan sehingga lebih sesuai dengan

kondisi Kabupaten Buol, seperti dalam hal penerapan sanksi dan penambahan

personil  dalam  hal  penyidikan,  sebab  salah  satu  permasalahan  tidak

optimalnya  pelaksanaan  kebijakan  diakibatkan  oleh  lemahnya  penegakkan

hukum,  dan  kurangnya  sumber  daya  serta  kurangyna  peran  Dinas  Teknis

khususnya  ditingkat  Kabupaten  sebagai  pelopor  dan  perancang  kebijakan

tersebut,  selain itu,  kebijakan  penertiban  hewan ternak ini  pula  merupakan

kebijakan yang telah lama di galangkan namun sampai dengan saat ini belum

optimal,  sehingga  pemerintah  Kabupaten  Buol  perlu  memberi  perhatian

khusus mengenai permasalahan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol.
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4. Sebagai bahan masukkan bagi pemerintah daerah, maka pemerintah desa perlu

mengusulkan untuk membuat regulasi Perdes tentang penertiban hewan ternak

sebagai salah satu upaya dan dasar hukum untuk mengoptimalkan penerapan

kebijakan penertiban hewan ternak di tingkat desa 
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